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ABSTRAK 

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang percaya bahwa konsep negara 

hukum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan nasional 

merupakan salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Salah satu program yang berkontribusi besar dalam 

pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi negara adalah 

pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah didanai oleh 

APBN/APBD, diawali oleh proses menentukan barang dan jasa yang diperlukan 

untuk tujuan organisasi pemerintah dan berakhir pada tahap penyerahan hasil 

pengadaan. Dimana kebijakan dalam proses ini dirumuskan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan Perpres 

ini juga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) didirikan dengan ketentuan 

teknis operasional yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018. 

Dalam Pasal 1 Angka 45 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 

didefinisikan bahwa LPSE Daerah Kabupaten Kutai Barat dibentuk oleh keputusan 

bupati sebagai unit organisatoris pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sejak 

tahun 2012 pemerintah telah menggunakan e-procurement untuk tender dan 

seleksi, tetapi belum sepenuhnya untuk semua kegiatan pengadaan. Pengumuman 

pelelangan, pendaftaran, penjelasan dokumen lelang (aanwijzing), pemasukan dan 

pembukaan penawaran, penilaian kualifikasi, dan penetapan pemenang adalah 

semua langkah-langkah dalam proses ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara 

elektronik (e-procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, juga mengetahui 

apa saja kendala dan cara mengatasi kendala tersebut. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dalam 

penelitian ini objek penelitian hukumnya adalah implementasi aturan hukum dalam 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian yang dilakukan penulis 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan  pengadaan barang/jasa secara elektronik 

(e-procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan aturan 

yang berlaku tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. 

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut antara 

lain peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan personil, pemanfaatan 

teknologi, meningkatkan visibilitas dan pemanfaatan LPSE, pelatihan dan 

pengembangan Penyedia Lokal di Kabupaten Kutai Barat. 

Kata Kunci: E-Procurement, LKPP, LPSE  
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ABSTRAK 

Indonesia is a state of law, which believes that the concept of a state of law can 

improve the welfare of its people. National development is one of the steps taken to 

improve the welfare of the Indonesian people. One of the programs that contribute 

greatly to national development, especially the country's economic development, is 

the procurement of goods/services by the government. Regulated in Presidential 

Regulation Number 16 of 2018 that the process of procuring government goods and 

services funded by APBN / APBD, begins with the process of determining the goods 

and services needed for the objectives of government organizations and ends at the 

stage of delivery of procurement results. Where policies in this process are 

formulated by the Government Goods and Services Procurement Policy Agency 

(LKPP). Based on this Presidential Regulation, the Electronic Procurement Service 

(LPSE) is also established with technical operational provisions stipulated in LKPP 

Regulation Number 14 of 2018. In Article 1 Point 45 of West Kutai Regent 

Regulation Number 16 of 2017, it is defined that the LPSE of West Kutai Regency 

is established by a regent decree as an organizational unit in the Goods and 

Services Procurement Section. Since 2012 the government has used e-procurement 

for tenders and selection, but not yet fully for all procurement activities. Tender 

announcement, registration, explanation of tender documents (aanwijzing), bid 

submission and opening, qualification assessment, and winner determination are 

all steps in this process. This research aims to find out how the process of 

implementing electronic procurement of goods/services (e-procurement) in the West 

Kutai Regency Government, as well as to find out what are the obstacles and how 

to overcome these obstacles. The method used in this research is normative legal 

research in which the object of legal research is the implementation of legal rules 

in the implementation of electronic procurement of goods/services (e-procurement) 

in the West Kutai Regency Government. The results of the research conducted by 

the author state that the implementation of electronic procurement of 

goods/services (e-procurement) in the West Kutai Regency Government is in 

accordance with applicable regulations but there are still obstacles in the 

implementation process. Some strategies that can be used to overcome these 

obstacles include improving the quality of training and development of personnel, 

utilizing technology, increasing the visibility and utilization of LPSE, training and 

development of Local Providers in West Kutai Regency. 

Keywords: E-Procurement, LKPP, LPSE 
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